
Dokter PTT: Pekerjaan Rumah bagi IDI (Seri Artikel Jadul) Soroy Lardo*)   Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baru usai menyelenggarakan muktamarnya. Banyak hal yang dibahas dan dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Setidaknya, muktamar tahun ini sarat dengan pembicaraan berbagai kebijakan kesehatan. Dan menuntut peran yang lebih besar dari IDI. Topik pembicaran yang hangat dalam muktamar tersebut di antaranya tentang; peranan profesi dalam pendidikan dokter, pengembangan pendidikan dokter, kebijaksanaan kesehatan dari Departemen Kesehatan meliputi: peningkatan pemanfaatan obat generik, pendidikan dan penempatan bidan ke pedesaan, peningkatan program imunisasi, deregulasi dan debirokratisasi bidang farmasi, pengelolaan rumah sakit pemerintah secara swadana, pengembangan jabatan fungsional di bidang kesehatan, gerakan rumah sakit bersih, JPKM dan penempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Dengan banyaknya "pekerjaan rumah" tersebut, topik tentang dokter sebagai pegawai tidak tetap, merupakan hal yang sangat layak untuk dikupas dalam tulisan ini. Mengapa demikian? Karena keterlibatan dan peran dokter dalam berbagai dinamika kebijaksanaan dan perjalanan bangsa kita, sangatlah besar. Dalam konteks historis, peran dokter tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak Kebangkitan Nasional sampai pasca kemerdekaan, pengabdian kepada masyarakat sudah demikian melekat. Karena itu, sejak dicanangkan Undang-undang Wajib Kerja Sarjana (WKS) tahun 1961, profesi dokter merupakan salah satu perintis dan pelopornya. Kebijakan dokter dari pegawai negeri menjadi pegawai tidak tetap merupakan nuansa baru perkembangan profesi dokter. Nuansa itu baru transparan, apakah lebih baik atau lebih buruk dari peraturan 
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sebelumnya. Karena, keberhasilan Keppres No. 37 tahun 1991 tentang dokter sebagai PTT akan terkuak tiga tahun mendatang. Namun demikian, nuansa yang transparan tersebut, seharusnya sudah disibak sejak dini. Warna kehidupan "politik" dokter akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Jika IDI sebagai wadah profesi dokter tidak mengantisipasinya sejak dini, merupakan suatu kesalahan besar. Banyak konsep dan pemikiran yang perlu dituangkan dan dipersiapkan menyongsong perubahan tersebut, jika IDI ingin menjadi organisasi yang mendiri dan berwibawa. Beberapa kecenderungan Beberapa kecenderungan yang dapat diantisipasi IDI dan penentu kebijakan kesehatan adalah banyaknya lapangan kerja yang harus disediakan untuk dokter yang memilih profesi swasta. Sedangkan pihak swasta belum siap untuk itu. Walaupun demikian, suatu upaya menyiapkan berbagai sumber daya harus dilakukan. Setelah menjalani masa bakti, menurut ketentuan Keppres No. 37 tahun 1991, lapangan kerja untuk dokter disediakan beberapa pilihan. Pertama, menjadi pegawai negeri, baik mengambil karier struktural maupun fungsional. Kedua, menjadi pegawai di lingkungan pemerintahan lainnya seperti ABRI, Depdikbud dan institusi pemerintah yang membutuhkan dokter. Ketiga, mengembangkan karier swasta dengan membuka praktek sendiri atau bekerja di institusi pelayanan swasta. Dari ketentuan yang dikemukakan di atas, maka profesi dokter akan menghadapi era baru dalam kancah pengabdian di masyarakat. Selama ini dokter melalui wadah IDI memiliki homogenitas, kesamaan pandangan, sikap dan perilaku dalam prinsip-prinsip pelayanan kesehatan. Kultur dokter yang homogen akan sirna. Heterogenitas akan timbul di antara para dokter. Profesi dokter akan terfragmentasi sesuai dengan kepentingannya. Selama ini nilai kepentingan berdasarkan idealisme yang normatif. Dengan timbulnya heterogenitas, nilai-nilai pragmatis akan muncul. Pelayanan kesehatan tidak sekadar bentuk komoditas sosio ekonomi. Kecenderungan ini terjadi akibat swastanisasi yang menuntut kompetisi yang ketat di antara kelompok-kelompok dokter yang ada. Dampak sosial-kultural yang diperkirakan terjadi, selayaknya diteliti sejak dini. Sebab, pengkotakan dalam pelayanan kesehatan setidaknya akan menghambat sasaran pembangunan kesehatan yang telah disusun. 



Kesenjangan antara beberapa kelompok dokter akan terjadi. Misalnya, dokter birokrat yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional akan berkembang menjadi suatu kelompok dengan visi tersendiri. Tentunya dengan membawa nilai-nilai birokratis dalam menjalani profesi kesehatannya. Yang biasanya cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menjalankan pro-fesinya, karena terikat dengan kebijakan politik tertentu. Bukan tak mungkin, kelompok ini akan eksklusif, jika disimak pernyataan Menkes bahwa dokter yang berminat menjadi pegawai negeri adalah kelompok terpilih. Kelompok dokter swasta pun akan membentuk kelompok dan visi sendiri. Selama ini hampir 70 persen dokter adalah pegawai negeri. Sisanya adalah dokter pensiun, ABRI, BUMN dan swasta. Dengan jumlah yang relatif sedikit, kelompok dok-ter swasta tidak banyak terlibat dalam menentukan kebijakan pelayanan kesehatan di masyarakat. Karena tidak memiliki wa-dah sendiri, kepentingan untukbersatu belum menjadi prioritas. Dengan meningkatnya jumlah dokter swasta pasca PTT, maka kebutuhan terhadap suatu wadah untuk terlibat dalam pembangunan kesehatan semakin diperlukan. Dan hal ini akan lebih menyemarakkan perkembangan kebijakan kesehatan. Bukan tak mungkin, menjadi suatu kekuatan "oposisi". Melalui kebebasan yang dimiliki, maka sumbangan pemikiran yang lebih inovatif, konstruktif dalam akselerasi pembangunan kesehatan, lebih maju diandingkan kondisi saat ini. Membutuhkan kekonsistenan Menyimak uraian di atas, pekerjaan rumah bagi IDI cukup banyak. Terutama antisipasi dan perencanaan kebijakan terhadap dokter di masa depan. Bagi dokter yang baru lulus, saat ini pun memiliki masalah sendiri. Waktu mereka menjalani pendidikan kepaniteraan, mereka dianggap sebagai anggota muda IDI. Setelah lulus, karena belum memiliki surat penugasan (dulu surat izin dokter), statusnya tidak jelas, karena tidak dapat mendaftarkan diri menjadi anggota IDI. Bahkan menurut Depkes, dokter yang baru lulus tidak diperbolehkan bekerja jika belum mendapat Surat Penugasan (SP) yang biasanya diberikan bersamaan dengan penempatan di Puskesmas. Kenyataannya, saat ini banyak sekali dokter yang beker-ja di berbagai institusi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta belum memiliki SP. 



Para dokter muda sebenarnya cukup bingung dengan kebijakan yang kaku itu. Karena mereka, seperti sarjana lainnya setelah menjalani studi cukup lama (6-7 tahun) tidak diperbolehkan untuk bekerja. Hal ini dapat dianggap pelanggaran hak-hak asasi manusia di mana setiap insan berhak hidup dan mencari penghidupan. Bukankah dengan demikian pemerintah sendiri (Dep-kes) sudah melanggar prinsip-prinsip dasar harkat manusia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi IDI untuk memperjuangkannya. Menghadapi permasalahan dokter pasca PTT pun, selain pengaturan lapangan kerja, masih dipertanyakan sejauh mana dokter yang bukan pegawai negeri dapat melanjutkan pendidikan spesialis. Karena hal ini masih menjadi cita-cita sebagian besar dokter. Di satu pihak rumah sakit swasta belum sanggup untuk turut serta membiayai pendidikan spesialis. Dan kita masih membutuhkan dokter spesialis. Untuk mengupayakan hal yang dikemukakan di atas, suatu kebijakan dan aturan yang konsisten perlu diwujudkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan dokter pasca PTT. Beberapa saran Peran IDI sebagai wadah dokter seluruh Indonesia sudah saat-nya menyiapkan berbagai perangkat kebijakan bagi dokter-dokter sebelum dan sesudah menjalani masa bakti. Pertama, memperjuangkan keluarnya SP sejak pengumuman kelulusan. Jika usaha ini tidak berhasil, maka Depkes dapat dituntut (secara moral dan hukum) karena ketidakkonsistenannya, bahwa dokter yang baru lulus dapat langsung ditempatkan, tidak boleh bekerja dulu. Upaya lain adalah, bagi dokter yang akan lulus, enam bulan sebelumnya sudah mengajukan penempatan, sehingga saat pelantikan sudah siap berangkat ke daerah. Kedua, bagi dokter yang sudah menjalani masa baktinya, pengaturan dan pendistribusian dokter dalam berbagai institusi pelayanan perlu direncanakan dalam bentuk placement center sebagai pusat perintisan program penyaluran tenaga kerja. Dan hal itu sudah dikemukan dalam muktamar IDI tahun ini. Dan yang perlu diupayakan, placement center tersebut tidak hanya sebagai pusat perintisan berbagai kebutuhan dan keinginan dokter dalam mengembangkan karier selanjutnya atau sekadar bursa tenaga kerja. Melainkan menjadi lembaga yang dihormati dalam penentuan kebijakan, transaksi dan pengembangan karier dokter selanjutnya. Dokter dapat memilih apakah melanjutkan studi, bekerja di rumah sakit atau di suatu lembaga jasa kesehatan lainnya. 



Ketiga, IDI harus mampu mengakselerasi pembangunan dan pengembangan institusi pelayanan kesehatan swasta dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang. Agar mampu berkembang menjadi institusi penelitian dan pendidikan kesehatan yang mandiri. Sehingga dokter yang menjalani karier di institusi ter-sebut dapat dengan sepenuh hati mengabdikan profesinya. Jika ketiga hal tersebut dapat dipenuhi, insya Allah tidak akan terjadi "mbalelo" dokter pasca PTT dan derajat kesehatan masyarakat pun akan meningkat. --------------------------- *) Penulis adalah Peneliti Lembaga Studi Kesehatan Bandung (LSKB) 


